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BUPATI BENGKAYANG 

PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG 

NOMOR  28  TAHUN 2025 

TENTANG 

 
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  

KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2026 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI BENGKAYANG, 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Menimbang 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mengingat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. bahwa dalam rangka mencapai pembangunan yang 
tepat sasaran diperlukan perencanaan prioritas 

pembangunan yang dituangkan ke dalam Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah; 
 

b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan 
dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) 
tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi 
daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, 
sasaran kerja dan prioritas sasaran pembangunan, arah 
kebijakan, program Perangkat Daerah dan Lintas 
Perangkat Daerah dan pendanaan, baik yang 
dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang 
ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat; 

 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 
2026; 

 
 
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 
 

2. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II 
Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor  3823); 

 
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang  

Penyelenggaraan  Negara  yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 

 
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang 
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6736); 

 
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor  4421); 

 
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 
Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

 
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 

 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112; Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);  

 
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
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2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 

 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6801); 

 
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

 
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

 
13. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 
Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987); 

 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4817); 

 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 
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Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Nasional (Lembaran Negara Nomor 77 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 6042);  

 
16. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang 

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian 
Negara/ Lembaga (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 
tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6850); 

 
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah Lembaran Negara Nomor 
187 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6042); 

 
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara  Negara 
Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2017,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

 
19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang 

Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056); 

 
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

 
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6323); 

 
23. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang 

Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional 
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Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan 
Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus 
Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi 
Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian 
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta 

Penyelamatan Ekonomi Nasional, beserta 
perubahannya (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program 
Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka 
Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk 
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 
(COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang 
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau 
Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan 
Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);  

 
24. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633); 

 
25. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 80); 

 
26. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2015 Tentang 

Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Di 
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 64); 

 
27. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang 

Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 136); 

 
28. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang 

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); 

 
29. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang 

Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 112); 

 
30. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang 

Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 180); 
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31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 157); 

 
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata 
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 1312); 

 
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 

tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

 
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodesifikasi, dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
1447); 

 
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 1781); 

 
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 

tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419); 

 
37. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkayang 

Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bengkayang Tahun 2014 Nomor 7); 

 
38. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 
2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang 
Tahun 2024, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Bengkayang Nomor 2); 

 
39. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan 
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MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA 

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG 
TAHUN 2026. 
 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah kabupaten Bengkayang. 

3. Bupati adalah Bupati Bengkayang. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, 
adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah. 

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional selanjutnya disingkat 
RPJM Nasional adalah Rencana Pembangunan Nasional untuk jangka 
waktu 5 (lima) Tahun. 

6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah 
Dokumen  Perencanaan Daerah untuk periode  1 (satu) Tahun. 

7. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan 
Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun. 

Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 
tentang  Perubahan  Keempat  Atas Peraturan Daerah 
Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 
2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Bengkayang Nomor 6); 

 
40. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang 
Nomor 7); 

 
41. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2026 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang 
Nomor 6). 
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8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada 
akhir periode perencanaan. 

9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan 
dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 

10. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan 
yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah/lembaga untuk mencapai 
sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan 
masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. 

11. Kebijakan adalah keputusan politik Kepala Daerah dalam rangka 
pelaksanaan visi dan misi pembangunan daerah. 

12. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa 
depan  yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan 
sumber daya yang tersedia. 

13. Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah selanjutnya disingkat 
RAPBD adalah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Bengkayang. 

 
BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 
 

Pasal 2 

 
(1) RKPD Tahun 2026 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, 

prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, sasaran kerja dan 
prioritas sasaran pembangunan, arah kebijakan, program Perangkat 
Daerah dan Lintas Perangkat Daerah dan pendanaan, baik yang 
dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh 
dengan mendorong partisipasi masyarakat. 
 

(2) RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: 

a. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja 
Perangkat Daerah Tahun 2026; dan 

b. pedoman bagi Pemerintah daerah dalam menyusun RAPBD Tahun 2026; 
 

Pasal 3 
 

(1) Dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun 2026, Pemerintah Daerah 
berpedoman kepada RKPD Tahun 2026 yang telah disusun kedalam 
dokumen Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran 
Sementara Daerah Tahun 2026, sebagai bahan pembahasan kebijakan 
umum dan prioritas anggaran dengan DPRD. 

(2) Dalam hal terjadi penambahan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru 
pada KUA dan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD, perlu disusun 
berita acara kesepakatan Bupati dengan Ketua DPRD. 

(3) Penambahan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dikarenakan terdapat kebijakan nasional atau 
provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan/atau perintah dari 
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD 
ditetapkan. 

(4) Penambahan kegiatan dan/atau sub kegiatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dan ayat (3) disesuaikan dan/atau ditampung dalam RKPD 
Perubahan 
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(5) Perangkat Daerah RKPD Kabupaten Bengkayang Tahun 2026 untuk 
penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah. 

 
BAB III 

RUANG LINGKUP 

 
Pasal 4 

 
Ruang Lingkup Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang 
Tahun 2026, memuat : 
a. Pendahuluan; 

b. Gambaran umum kondisi Daerah; 

c. Kerangka ekonomi dan keuangan Darah; 

d. Sasaran dan prioritas pembangunan Daerah; 

e. Rencana kerja dan pendanaan Daerah; 

f. Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan 

g. Penutup. 

 
Pasal 5 

 
RKPD Tahun 2026, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

 
 

BAB IV 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

 
Pasal 6 

 
(1) RKPD Tahun 2026 sebagaimana dalam Peraturan Bupati ini dapat 

ditinjau kembali sekali dalam setahun. 
(2) Peninjauan kembali  RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 

dengan Peraturan Bupati. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      




